BUPATI BANG LI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Menimbang

Mengingat

jdih.banglikab.go.id

UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN
GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANG LI,

. bahwa dalam upaya menjaga stabilitas ketersediaan dana pada kas

daerah Kabupaten Bangli maka perlu membatasi jumlah  Surat
Permintaan Penyediaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Ketentuan Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang
Ketentuan Batas Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Tahun 2011;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan  yang Menjadi  Kewenangan  Pemerintahan
Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  (SPP-UP)
DAN GANTI DANG PERSEDIAAN (SPP-GU).

Pasal 1

(1) Pengeluaran SPP-UP dan SPP-GU harus dalam batasan tertentu.
(2) Pembatasan  setiap SPP-UP dan SPP-GU pada setiap SKPD
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran pada setiap SKPD.

Pasal 2

(1) Pembatasan SPP-UP dan SPP-GU pada SKPD paling tinggi 40% dari
Jumlah Anggaran Belanja Langsung SKPD bersangkutan.

(2) Khusus Pembatasan SPP-UP dan SPP-GU pada Sekretariat DPRD
paling tinggi 60% dari Jumlah Anggaran Belanja Langsung dan untuk
Bantuan Sosial Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah paling tinggi
Rp 2.000.000.000,00 ( Dua milyar rupiah).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ! Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Pebruari 2011
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 14 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPA TEN BANGLI,

ttd

| WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 13

jdih.banglikab.go.id



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
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